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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62C ayat (4) dan
Pasal 143 ayat (1} huruf h Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022, perlu menetapkan
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinst Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1930
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
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Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6801); ¢ |

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495j;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nemeoer 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); )
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357 3);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter:
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 201%&
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,;

. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa {(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peratuan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA. -

e

Pasal i

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomer 11
Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Pengisian jabatan perangkat Desa, dapat dilakukan dengan
cara:

a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan
Pemerintah Desa; atau
b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

(2) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa,
sebagaimana pada ayat (1) berpedoman pada Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan
mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

(3) Dalam hal pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa
tidak dapat dilakukan melalui mekanisme mutasi jabatan
Perangkat Desa, maka dilakukan mekanisme penjaringan

g

dan penyaringan calon Perangkat Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni :'l
Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A
Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Bupati

melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum :
mulai pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa. !

4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni F
Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1} Dalam ha! terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa,
maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh
pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain
yang tersedia.
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(2} Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan
mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

(3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud,_\‘pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas
yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui
Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
penugasan,

(4) Dalam hal pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa
melalui mekanisme mutasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat {1) huruf a, diatur sebagai berikut:

a. mutasi dari Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan ke
Kepala Dusun;

b. mutasi dari Kepala Dusun ke Sekretaris Desa;

c. mutasi dari Kepala Seksi ke Kepala Urusan atau
sebaliknya;

d. mutasi dari Pelaksana Seksi atau Pelaksana Urusan ke
Kepala Seksi atau Kepala Urusan; atau

e. mutasl antar jabatan Perangkat Desa di lingkungan
Pemerintah Desa, dilakukan untuk mengisi kekosongan
jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dengan diutamakan pelaksana teknis
yang belum menduduki jabatan.

(5) Apabila tidak tersedia Perangkat Desa lain untuk mengisi
kekosongan jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun,
maka pengangkatan dilakukan melalui mekanisme
penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.

(6) Ketentuan mengenai mekanisme mutasi Perangkat Desa
dituangkan dalam petunjuk teknis sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

(1) Kepala Desa memberitahukan akhir masa tugas kepada
Perangkat Desa paling lambat 6 {(enam) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan dengan tembusan kepada Camat
dan BPD.

(2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1), Perangkat Desa menyusun laporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa
tugas Perangkat Desa.
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(4) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan  sebagai persyvaratan  untuk
mendapatkan hak vang berkaitan dengan purna tugas
sesuai ketentuan dan digunakan sebagai unsur penilaian
kinerja Perangkat Desa. -

(5) Ketentuan mengenai laporan pelaksanaan tux;gas dituangkan
dalam petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Panitia mempunyai tugas: ’

a. menyusun jadwal tahapan pengangkatan Perangkat Desa;

b. menyusun dan mengajukan rencana anggaran pengangkatan
Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
melaksanakan sosialisasi pengangkatan Perangkat Desa;

. mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon Perangkat

MmO o0

Desa;

g. menetapkan dan mengumumkan Calon Perangkat Desa;

h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi
terkait dengan sepengetahuan Kepala Desa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

i. menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan Calon
Perangkat Desa;

j. menetapkan dan mengumumkan hasil penjaringan dan
penyaringan Calon Perangkat Desa; dan

k. melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat
Desa kepada Kepala Desa.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16

(1) Dalam memfasilitasi dan mengawasi proses pengangkatan
Perangkat Desa dibentuk Tim Pengawas dan Sekretariat
Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat, dalam
bentuk pelaporan secara tertulis.

(3} Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari:

a. Camat selaku Ketua merangkap anggota;

b. Komandan Komando Rayon Militer selaku anggota;

c. Kepala Kepolisian Sektor selaku anggota; dan

d. unsur masyarakat desa setempat sebanyak 2 {dua) crang
sebagai anggota.
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Sekretariat Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang terdiri dari:

a. Sekretaris kecamatan sebagai ketua; dan

b. Kepala Seksi kecamatan paling banyak 2 (duaj orang
sebagai anggota.

-

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1

—_
——

Pasal 17

Tim Pengawas mempunyai tugas:

a. mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan
Perangkat Desa serta mengambil langkah-langkah yang
diperlukan;

b. memberikan arahan teknis mengenai persiapan. dan
pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; dan
memberikan  laporan  secara  tertulis terhadap
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

®

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Tim Pengawas mempunyai wewenang:
a. memberikan saran dan pertimbangan kepada panitia

nengangkatan Perangkat Desa;
- o o5 o = 2

b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia
pengangkatan Perangkat Desa yang berkaitan dengan
teknis pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;

c. mengawasi dan mengendalikan penetapan biaya

pengangkatan Perangkat Desa; dan

. menunda atau menghentikan pelaksanaan pengangkatan

Perangkat Desa apabila kondisi luar biasa antara lain

kejadian  bencana, konflik sosial atau gangguan

keamanan dan ketertiban.

Kondisi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d, yaitu bencana alam dan/atau non alam, sesuai

rekomendasi dari Perangkat Daerah vang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan

€

kebencanaan.
Kondisi konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat {2}

huruf d, sesuai rekomendasi dari: Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

bangsa dan politik.

Kondisi gangguan keamanan dan ketertiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d, sesuai rekomendasi dari
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang
eraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat.
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9. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1} Penjaringan dilaksanakan melalui:

(2}

Pasal 20A

a. Pendaftaran Bakal Calon;

b. Penelitian Persyaratan Bakal Calon;

c. Penetapan dan Pengumuman Calon; dan

d. Pendaftaran Ulang.

Kegiatan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilakukan oleh Panitia pengangkatan Perangkat Desa.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga herbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1} Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa

(2)

yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

adalah sebagai berikut:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum
atau yang sederajat;

b. berusia 20 (dua puluh} tahun sampai dengan 42 (empat
puluh duaj tahun;

c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi; dan

d. fidak ada hubungan derajat kesatu dengan Panitia
Pengisian Perangkat Desa.

i Selain persyaratan sebagaimana dimeksud pada ayat (2},

juga wajib memenuhi persyaratan xhusus sebagai berikut:

a. berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan mampu
membaca Al Qur’an bagi calon Perangkat Desa Pelaksana
Teknis yang menjalankan tugas hak asal usul
kemodinan;

b. berdomisili di dusun setempat bagi Perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai Kepala Dusun; dan

c. syarat lain dengan memperhatikan hak asal usul dan
nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat
lainnya.

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda
peReitaElE

b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kerias
bermaterai;

c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun 1945, mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh
vang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup:
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d. ijjazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan
jjazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang
atau surat pernyataan dari pejabat vang berwenang;

. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan
Masyarakat atau petugas kesehatan yang berwenang:
dan

g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat

oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukun
bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan
dan penyaringan.

3 (‘D

I Penentuan telah genap berusia 20 (dua puluh} tahun atau

tidak melebihi wusia 42 (empat puluh duaj tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan cara
menghitung mundur usia Bakal Calon yang bersangkutan
nada saat penutupan pendaftaran.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) bukti sah yang
berbeda mengenal usia sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) huruf b, dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai
waktu paling lama.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai calon
Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan mengajukan
permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Camat.
Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabztan
Perangkat Desa lainnya selain harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 an harus
mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa vang
mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa
wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala
Desa.

ASN, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan
pegawai swasta berbadan hukum yang mencalonkan diri
menjadi calon Perangkat Desa selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga
harus memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina
Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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12. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(6)

Pasa'l':.3 1

Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam\?asal 7 ayat {1}
huruf ¢ dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon
Perangkat Desa.

Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melalui tahapan:

a. Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas Computer
Assisted Test (CAT);

b. Ujian praktik; dan

c. Wawancara.

Materi Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (2} huruf a terdiri dari:

a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

. Agama,;

Bahasa Indonesia;

. Matematika,;

Pemerintahan Daerah;
Pemerintahan dan Asal Usul Desa;
Pengetahuan Umum; dan

.Muatan Lokal.

vlateri ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

iwuruf b berupa praktik penulisan naskah menggunakan

komputer dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktik
penulisan naskah menggunakan komputer dengan
program pengetikan kata, program penghitungan, dan
program penyusunarn paparan;

b. Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan
ujian praktik penulisan naskah menggunakan komputer

o
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dengan program  pengetikan kata dan program
penghitungan; dan

c. Calon Kepala Dusun melaksanakan wujian praktik
penulisan  naskah menggunakan komputer dengan
program pengetikan kata.

Materi wawancara sebagsimana dimaksud pada ayat (2}

huruf ¢ adalah pendalaman mengenai motivasi, semangat,

dan itikad baik dari Calon Perangkat Desa.

Bobot hasii penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

sebagai berikut:

a. Tes Kompetensi Dasar sebesar 60% (enam puiuh per
seratusj;

b. Ujian Praktik sebesar 20% (dua puluh per seratus); dan

c. Wawancara sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan vang berlaku.
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13. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

14. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, vakni
Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

1S

(1)

Pasal 32A

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat melaksanakean
kerija sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanasn
pengangkatan Perangkat Desa.

Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Panitia Pengangkatan Perangkat Desa berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah di bidang Pemerintahan Desa.

Dalam hal Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
melaksanakan kerja sama dengan Lembaga Pendidikan
Tinggi maka Lembaga Pendidikan Tinggi dimaksud
memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan,
atau llmu Administrasi Negara dengan status akreditasi
minimal B dan diutamakan Lembaga Pendidikan Tinggi
vang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan
dan Pemerintahan Desa.

Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa memedomani
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
termasuk yvang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di

Desa.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga herbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Calonr wajib hadir pada pelaksanaan ujian tertulis dan ujian
keterampilan pada waktu dan tempat yang ditentukan
Panitia.

Calon yang tidak hadir dinyatakan gugur.

Calon yang terlambat hadir tidak menambah/ mengurangi
batas waktu ujian yang telah ditetapkan.

Tempat yjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berada
di Kantor/Balai Desa atau dapat menggunakan tempat lain
vang memadal yang disepakati oleh Panitia.

Penentuan tempat pelaksanaan ujian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan cleh Panitia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan ujian
dituangkan dalam Tata Tertib Ujian.
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16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34

(1} Panitia Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan
asil Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas CAT

dan dituangkan dalam berita acara.
(2) Calon Perangkat Desa yang berhak mengikut: ujian
praktik dan wawancara adalah peserta yang mendapatkan

nilai tertinggi kesatu dan kedua dalam Tes Kompetensi
Dasar A“'vr\go:ﬁ11'1'::1191*'1 fasilitas CAT dar agino-maging

1akan fasil nasing-masing
lowongan jabatan Perangkat Desa.

(3) Dalam hal terdapat Calon yang memiliki nilai tertinggi
yvang sama lebih dari satu Calon, maka dilakukan tes
ulang kepada Calon yang memiliki nilai tertinggi vang
sama hingga diperoleh selisth nilai di antara Calen
tersebut untuk menentukan nilai tertinggi kesatu dan
kedua.

(4) Tes wulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama sampai

A1T‘\Q1"f\10h f‘Q]nﬂ HDY\ (_)Qﬁ Y\1‘EQ1 tertlnggl kesatu dan ®e d1 ) Q

Ry A Uchiga

vang dituangkan dalam berita acara.

(5) Apabila batas waktu tes ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) melewati batas yang ditentukan, maka tes
ulang dilaksanakan pada hari berikutnya sesuai dengan
kesepakatan panitia yang dituangkan dalam berita acara.

(6) Peserta vang lulus Tes Kompetensi Dasar menggunakan
fasilitas CAT dengan nilai tertinggi kesatu dan kedua
mengikuti tes selanjutnya yang diadakan oleh Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 2 (dua} hari

QQfﬁJQn H111mnm1xcﬂ nva S1 Taa Kommnetens: Thagor
LS A L L Wiy Y LKLLAMAALL\LALAAL LLM PO VAN L)\JL&LV A CANTICA L

menggunakan fasilitas CAT yang dituangkan dalam berita
acara.

(7) Ujian praktik dilaksanakan paling lama 1 (satu} hari
setelah pengumuman hasii Tes Kompetensi Dasar
menggunakan fasilitas CAT

(8) Tes wawancara dilaksanakan paling lama 1 (satu} hari
setelah dilaksanakan ujian praktik vang dituangkan dalam i
berita acara.

(9) Pelaksanaan ujian praktik dan tes wawancara dituangkan
dalam berita acara yang ditandatangani Calon Perangkat
Desa, Penguji, dan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat
Desa.

10} Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang udak
bersedia menandatangani berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (9}, maka berita acara ditandatangani
oleh Penguji dan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat i
Desa. '

{11} Pengumuman peserta yang lulus Tes Kompetensi Dasar
menggunakan fasilitas CAT, ujian praktik, dan tes
wawancara untuk masing-masing lowongan dituangkan

VY CLL Ao ja S =2 LRV 3 B Y e R

o
[—

dalam berita acara selanjutnya diinformasikan dan
dipublikasikan kepada masyarakat Desa melalui papan
perigumuman di tempat vang strategis.
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17. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

18.

Pasal 35

(1) Calon yang dinyatakan lulus Tes Korgpetensi Dasar
menggunakan fasilitas CAT, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1] tetap mengikuti tahapan seleksi
berikutnya.

(2) Calon yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dituangkan dalam berita acara, yang ditandatangani oleh
Calon, Ketua Panitia, dan Tim Pengawas.

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36

(1) Panitia menyusun Laporan Pelaksanaan Pengangkatan
Perangkat Desa yang memuat:

a. pelaksanaan tahapan Pengangkatan Perangkat Desa;
b. peringkat Calon berdasarkan seleksi kemampuan.

{2) Panitia menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Kepala Desa paling lama 1 (satu) hari
setelah dilaksanakan ujian penyaringan pengangkatan
Perangkat Desa.

(3} Kepala Desa melaporkan hasil pengangkatan Perangkat
Desa kepada Camat paling lama 1 (satu) hari setelah
menerima laporan hasil ujian Penyaringan pengangksatan
Perangkat Desa dari Panitia.

. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Camat melakukan kajian terhadap pelaksanaan tahapan
pengangkatan Perangkat Desa dan hasil ujian vang
dilaporkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalara
Pasal 36 ayat (3).

Camat memberikan rekomendasi tertulis persetujuan

pengangkatan Perangkat Desa bagi Calon yang memenuhi

syarat dan memperoleh nilai tertinggi.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kepada Kepala Desa setelah Calon memenuhi
administrasi kependudukan yang sah pada tempat
pencalonan sebagai Perangkat Desa, paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah diterimanya laporan Kepala Desa.

—
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20. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 38

21.

22.

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Proses pengangkatan Perangkat Desa dihentikan dalam hal:

a. tidak terdapat Bakal Calon yang mendaftar setelah
pendaftaran ulang;

b. Dihapus.

c. terjadi keadaan luar biasa (force majeure).

(2) Dalam hal pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa
terdapat 2 (dua) atau lebih formasi jabatan, penghentian
dilakukan terhadap formasi jabatan yang mengalami
keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, vakni
Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1) Penghentian  proses pengangkatan Perangkat Desa
dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2} huruf d, dapat diteruskan kembali pada tahapan
selanjutnya dengan Calon Perangkat Desa yang telah
ditetapkan berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan.

(2) Proses penjaringan dan penyaringan berpedoman pada
Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 47 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, vakni
huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Pemberhentian Perangkat Desa karena usia telah genap 60
(enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat {2) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Kepala Desa menyampaikan laporan konsultasi
pemberhentian Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat
vang memuat:

Nama, jabatan, alamat, tanggal lahir Perangkat Desa;

Alasan pemberhentian Perangkat Desa; dan

Lampiran dokumen keputusan pengangkatan Perangkat

Desa, dokumen administrasi desa atau dokumen lain

yvang memuat data usia perangkat desa.

b. Berdasarkan laporan konsultasi tertulis dari Kepala Desa,
Camat meneliti laporan.

c. Dalam hal hasil penelitian laporan menyatakan Perangkat
Desa telah memenuhi ketentuan pemberhentian, Camat
menvampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian
kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah
diterimanya laporan konsultasi.

W N ==
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d. Berdasarkan rekomendasi persetujuan pemberhentian dari

Camat, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat
Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

. Dalam hal hasil penelitian laporan menyatakan Perangkat

Desa belum memenuhi ketentuan pembethentian, Camat
menyampaikan rekomendasi penolakan mpemberhentian
kepada Kepala Desa.

Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan
hak vyang berkaitan dengan pemberhentian dimaksud
sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

23. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni
Pasal 58A dan 58B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

~
i,

b.

@]

(&N

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya
Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis
masa tugasnya berdasarkan surat keputusan
nengangkatannya;

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf &,
vang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa
tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh)
tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluhj
tahun;

4

. Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan

Pengangkatan pertama yang ditetapkan saat berlakunya
peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan
yvang membatasi pelaksanaan tugas Perangkat Desa sampai
dengan usia 64 {enam puluh empat) tahun, dapat tetap
melaksanakan tugas sampai dengan usia 64 (enam puluh
empat) tahun berdasarkan penilaian kinerja Perangkat Desa
yang dievaluasi setiap tahun dan kemampuan keuangan
Desa;

. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c

diberikan penghasilan sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap:

2. Tambahan tunjangan penghasilan yang berasal dari
pengelolaan bengkok; dan

3. Penerimaan Ilain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

Pasal 58B

Perangkat Desa yang berusia lebih dari 60 {enam puiuh) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58A huruf ¢ dapat tstap
melaksanakan tugasnya dengan ketentuan:

a.

dibuktikan dengan Surat Keputusan pelantikan dan
pengangkatan pertama sebagai Perangkat Desa;

DR S = | |
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b. bagi Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan mempunyai penilaian kinerja
baik selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir berturut-
turut, dapat diangkat sebagai pelaksana tugas dan diberikan
hak asal usul sesuai kemampuan keuangan desa;

c. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b,
diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan
oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Pemerintahan Desa;

d. penilaian kinerja harus disertai dengan bukti pendukung
berupa dokumen atau alat dukung lainnya yang sah sesuai
dengan bidang tugasnya;

e. penilaian kinerja dilakukan oleh Kepala Desa dengan
mencantumkan berita acara penilaian dan surat pernyataan
pertanggungjawaban mutlak bermaterai oleh Kepala Desa
tentang kebenaran dari penilaian yang dilakukan; dan

f. Kepala Desa melaporkan hasil penilaian kinerja Perangkat
Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan
kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Pemerintahan Desa.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 September 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,
ttd.
Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 8 September 2022 MARHAEN DJUMADI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 21

SUTRISNO, S
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001
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E. TINDAK LANJUT MUTASI PERANGKAT DESA

1.

Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan
Perangkat Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat
rekomendasi dari Camat diterima.

Kepala Desa melaksanakan pelantikan kepada Perangkat Desa paling lambat

7 (tujuh) hari setelah Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan
Perangkat Desa ditetapkan.

Pelantikan dilaksanakan di Kantor Desa atau Balai Desa dengan susunan

acara serta sumpah dan janji jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perangkat Desa yang dimutasi mendapatkan penghasilan dan/atau

penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Plt. BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, S H., M.Si.

Pembina 5é
NIP. 19680501 199202 1 001
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Format Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DESA
S TS ¥, T . e {diisikan NAMA JABATAN PERANGKAT DESA;

VE‘["L\W\,TA"F"A?\; WARTTDATEN NITAN 1T
PR VST L U v e U RV E G S ) X

A3 AN TRIVES AL L3 X ceoc0o0nnoas AL /A

TAHUN ANGGARAN ..........

-
—

Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa

Peraturan

Tabel Kegiatan Tahun ....
No. | Uraian Kegiatan Volume | Target | Anggaran | Realisasi | Realisas!
= > oD
Tugas Kegiatan | Kinerja Anggaran | Kinerja
1 2 S £ 5 6 7 8

proses kegiatan, permasalahan dan kendala yang
serta upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan

]
J
|
Y

erangkat Desa Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

No. | Uraian Kegiatan Volume | Target | Anggaran | Realisasi | Realisasi —‘
Tugas Kegiatan: | Kinerja Anggaran | Kinerja
1 = 3 4 8 e ¥ &
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2.3 Tugas Perangkat Desa Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala
Desa

Tabel Kegiatan Tahun ....

No. | Uraian Kegiatan Volume | Target | Anggaran | Realisasi | Realisasi
Tugas Kegiatan | Kinerja Anggaran | Kinerja

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................

(Diisikan uraian proses kegiatan, permasalahan dan kendala yang
dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan
masalah)

2.4 Tugas Perangkat Desa Berdasarkan Kewenangan Pemerintah Pusat
Maupun Kabupaten yang Diberikan Kepada Desa

Tabel Kegiatan Tahun ....

No. | Uraian Kegiatan Volume | Target | Anggaran | Realisasi | Realisasi
Tugas Kegiatan | Kinerja Anggaran | Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
|

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................

(Diisikan uraian proses kegiatan, permasalahan dan kendala yang
dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan
masalah)

2.5 Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber Dari Bantuan
Keuangan Khusus

Tabel Kegiatan Tahun ....

No. | Uraian Kegiatan Volume | Target | Anggaran | Realisasi | Realisasi
Tugas Kegiatan | Kinerja Anggaran | Kinerja

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................

(Diisikan uraian proses kegiatan, permasalahan dan kendala yang
dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan
masalah)

W
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BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
3.2 Saran

Lampiran-Lampiran
a. Foto Kegiatan
b. Bukti Dokumen Lainnya
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4) Format Permohonan Rekomendasi Kepada Camat

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Tembusan

KOP NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA

Nganjuk, ...............
140/ ... [ xx.xx.xx.xxxx [/ 2022 Kepada:
Penting Yth. Camat ............
.. (-..) berkas di

Permohonan Rekomendasi
Mutasi Jabatan Perangkat Desa

............................

Bersama ini disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan
Hasil Penilaian kinerja Perangkat Desa .................. Tanggal
.................. . Maka bersama ini dimohon kepada Camat ...................
untuk memberikan rekomendasi mutasi Perangkat Desa ..................
atas nama ................... dari jabatan lama sebagai ............... manjadi

Sebagai kelengkapan dokumen pendukungnya, bersama ini

dilampirkan:

1. Berita Acara Musyawarah Desa atas hasil penilaian kinerja
perangkat desa dan kemampuan keuangan desa;

2. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa a.n
...(jabatan lama);

3. Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan
Perangkat Desa;

4. Hasil penilaian kinerja Perangkat Desa (PKT, Laporan Pelaksanaan

Tugas, Daftar Kehadiran Kerja, dan Rekap Buku Administrasi

Desaj;

Surat Penyataan Kesanggupan Menjalankan Tugas;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba:

Fotocopi kartu tanda penduduk; dan

Fotocopi kartu keluarga.

© PN o

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA .......cccccun....

Yth. Ketua BPD ..................

M,
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S) Format Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa

KOP NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA

%

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

p

KEPUTUSAN KEPALA DESA ................
NOMOR ... TAHUN .....

TENTANG

MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA .................

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal .. ayat (--.)
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor .... Tahun ...... tentang

.................... , perlu menetapkan Mutasi Jabatan Perangkat

Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

1. Undang-Undang Nomor ...... Tahun ..... tentang ........... :

2. Undang-Undang Nomor ...... Tahun ..... tentang ........... 3

3. ... dst.;

4. Peraturan Pemerintah Nomor ...... Tahun ..... tentang

S. Peraturan Pemerintah Nomor ...... Tahun ..... tentang

6. ...... dst.;

7. Peraturan Menteri ............ Nomor ...... Tahun ..... tentang

8. Peraturan Menteri ............ Nomor ...... Tahun ..... tentang

9. ...... dst.;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor ..... Tahun
..... tentang .........;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor ..... Tahun
..... tentang .........;

12, ... dst.;

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ..... Tahun ..... tentang

14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ..... Tahun ..... tentang

15. ...... dst.

Surat Camat ......... tanggal ....... Nomor ....... Hal sicvoassinmmsisss 2

e I

T 3 e P R [T T
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Menetapkan Mutasi Jabatan Perangkat Desa kepada
Saudara/Saudari (pilih salah satu):
Nama :
Tempat Tanggal Lahir
Alamat
Jabatan Lama
Jabatan Baru :
Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan dan berhak mendapatkan
penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
Keputusan Kepala Desa ini, dalam melaksanakan tugas
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di .................
pada tanggal ................

KEPALA DESA ............ 5

Plt. BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesijai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, §.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001




